
  



iii 

 

  



iv 

 

  



 

 

  



v 

 

  



vi 

 

  



vii 

 

  



viii 

 

  



ix 

 

  



x 

 

  



xi 

 

  



xii 

 

  



xiii 

 

  



xiv 

 

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya 

merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita 

hukum, cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak 

bangsa Indonesia yang merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia. Pokok 

pikiran pertama dalam dalam pancasila menyatakan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. 

Termasuk perilaku vandalisme yang diakukan oleh manusia. Manusia memainkan 

peran penting dalam lingkungan hidup karena tindakan mereka memengaruhinya. 

Oleh karena itu, manusia harus berusaha keras untuk menciptakan dan menjaga 

lingkungan yang sehat serta memperbaiki kerusakan yang ada sebelum keadaan 

semakin memburuk agar lingkungan dapat menjadi lebih baik dan lebih cantik. 

Menurut (Hamzah, 2005) manusia adalah unsur integral yang mempengaruhi 

keberlangsungan dan kualitas lingkungan serta memiliki tanggung jawab untuk 

menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan agar tetap sehat dan berkelanjutan.1 

Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan lingkungan yang bersih 

secara alamiah dan sosial untuk memastikan kenyamanan, kualitas hidup yang baik, 

                                                           
1 Hamzah, A. 2005. Manusia dan Lingkungan: Perspektif Biologis, Psikologis, dan 

Sosial. Jakarta: Penerbit Y. 

   1 
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dan produktivitas yang tinggi. Namun, kerusakan dan pencemaran dapat merusak 

lingkungan yang sehat.2 . Kerusakan lingkungan, baik yang disengaja maupun 

tidak, akan berdampak buruk pada kualitas lingkungan dan akan dirasakan langsung 

oleh manusia. Negara secara tidak langsung mengalami penurunan keindahan 

akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas 

manusia. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang hidup di Bumi, manusia tidak 

dapat terlepas dari kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, manusia harus 

berpartisipasi dalam menjaga kelestariaan alam dan lingkungannya.3 

Lingkungan hidup, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, 

harus dijaga dan dikembangkan agar terus mendukung kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang baik 

mencakup kondisi alam dan sosial yang sehat, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas manusia. Kota adalah sebuah 

pemukiman yang besar, padat, dan permanen, terdiri dari beragam kelompok sosial 

dan dibangun dengan berbagai elemen seperti bangunan, jalan, dan ruang terbuka 

hijau. Kota yang teratur dan terencana dengan baik menggambarkan kota yang 

indah dan tertib. Namun, kerusakan lingkungan akibat pelanggaran semakin 

meningkat di Indonesia. Mencoret tembok, pagar rumah, pintu toko, dan fasilitas 

publik adalah kejadian yang sering terjadi. Selain itu, brosur, pamflet, dan poster 

sering dipasang di tempat umum. Kota memiliki identitas ruang yang kuat karena 

                                                           
2 Fauzan, A. Recedive. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Penyiapan atas Praktik 

Tindak Pidana Perbankan. Vol.4 (3): 1-9 
3 Kayana, Kadek.,dkk. 2022. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme 

Pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Against Perpetrators Of Vandalism At 

Traffic Signs). Jurnal Interpretasi Hukum, vol.3(1):37-42 
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dianggap sebagai tempat yang bersih, sehat, estetik, rapi, dan teratur. Ruang publik 

sering digunakan oleh kelompok yang mengklaim sebagai seniman atau pekerja 

seni liar untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Meskipun ruang publik 

merupakan elemen penting dari identitas kota, ia harus tetap memenuhi standar 

kebersihan dan keteraturan tanpa gangguan dari aktivitas manusia.  

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang 

merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan 

peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya 

dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Salah satunya terhadap 

tindakan coret-mencoret fasilitas umum. Coretan di dinding ruang publik 

mencerminkan bagaimana seseorang mengekspresikan keresahan mereka melalui 

tindakan tersebut. Banyak orang yang mencoret dinding ingin menyampaikan ide-

ide mereka di ruang publik, sementara yang lainnya mungkin melakukannya untuk 

menunjukkan eksistensi diri tanpa tujuan pesan tertentu. Tindakan ini tidak hanya 

merusak estetika perkotaan, tetapi juga mengganggu kebersihan, membuat 

lingkungan sekitar tampak kumuh dan kotor. Ini merupakan contoh tindakan 

vandalisme. 

Vandalisme adalah perilaku menyimpang yang melibatkan penodaan atau 

perusakan terhadap sesuatu yang menarik perhatian. Istilah ini berasal dari nama 

suku barbar Teutonik, Vandal, yang pada abad kelima merusak kekayaan Romawi. 

Perilaku yang melibatkan penodaan atau perusakan terhadap sesuatu yang menarik 

perhatian disebut vandalisme. Tindakan vandalisme biasanya berdampak negatif 

atau memperburuk keadaan. Sasaran vandalisme meliputi tembok, gedung, dan 
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fasilitas umum lainnya, yang awalnya dalam kondisi baik, tetapi kemudian menjadi 

rusak akibat tindakan tersebut.4  Tindakan vandalisme adalah tindakan destruktif 

tanpa tujuan dan tanpa menghasilkan keuntungan finansial, sering dilakukan oleh 

remaja hanya untuk hiburan.5 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme didefinisikan sebagai 

tindakan merusak atau menghancurkan karya seni dan barang berharga lainnya, 

termasuk keindahan alam, atau perusakan secara kasar dan ganas. Departemen 

Pendidikan mengartikan vandalisme sebagai aktivitas iseng dan tidak bertanggung 

jawab yang dilakukan oleh kelompok dengan perilaku negatif. Bentuk lain dari 

vandalisme adalah pelanggaran hukum, yang meliputi perusakan, pencatatan 

sembarangan, grafiti liar, merusak fasilitas publik seperti kaca halte, dan tindakan 

lain yang mengganggu ketertiban umum. Tindakan vandalisme sering dianggap 

sebagai "karya seni" oleh sebagian orang. Namun, di beberapa negara, tindakan ini 

dianggap sebagai pelanggaran hukum jika merusak fasilitas umum, harta pribadi, 

atau terkait dengan kebencian, intimidasi, dan rasisme. Pemerintah setempat di 

beberapa negara telah menerapkan peraturan untuk mencegah vandalisme, tetapi 

peraturan tersebut sering kali tidak efektif dalam mengatasi masalah grafiti. 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme perlu dilaksanakan 

untuk memberikan efek jera kepada pelakunya melalui sanksi tegas. Hal ini penting 

untuk memulihkan ketertiban dan keamanan masyarakat yang terganggu serta 

menciptakan kepastian hukum, yang merupakan fungsi utama dari penegakan 

                                                           
4 Ami Isnaini. 2017. Analisa Gerakan Green Generalation”. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Politik Universitas Sriwijaya. Vol 35: hlm 6 
5 Ibid 
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hukum secara nyata.6  Tindakan vandalisme sudah umum terjadi di Kota 

Palembang. Fasilitas tata Kota Palembang sudah dalam kategori baik. Namun, 

pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitas publik kurang terealisasi secara 

optimal sehingga menjadi sasaran para pelaku vandalisme seperti di Jembatan 

Ampera, Kambang Iwak, di Bawah Jembatan, dan yang lainnya. Data yang 

dikumpulkan oleh Koran Sumatera Ekspres pada 14 November 2017 menunjukkan 

bahwa persentase remaja yang terlibat dalam vandalisme adalah sebagai berikut: 

usia 13-15 tahun sebesar 13,4%, usia 16-20 tahun sebesar 52,4%, dan usia 21-25 

tahun sebesar 31,5%. Kelompok usia 16-20 tahun, yang sebagian besar masih 

sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi, adalah yang paling sering 

terlibat dalam aksi vandalisme. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan di 

masyarakat karena remaja masih menjadi pelajar pada usia tersebut. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh rasa ingin tahu yang luar biasa dan kecenderungan untuk 

mencoba hal-hal baru, seperti melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan.7 

Seperti halnya pada kasus vandalisme berupa mural graffiti di palembang yang 

baru-baru ini pada 17 April 2024 terjadi aksi vandalisme di flyover sekip yang baru 

akan diresmikan pada Mei 2024. Hal ini sangat mengganggu keindahan dan susah 

untuk dibersihkan. Pelaku pada aksi ini belum diketahui karena CCTV tidak 

mengarah pada sisi yang dicoret dan diduga dilakukan pada malam hari ketika 

suasana sepi. 

                                                           
6 Sulisttia, T., Zurnetti, A. 2011. Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi. 

Rajawali Pers, Jakarta 
7 Julheri, StanlessTempat Duduk di Halte BRT Transmusi Dijarah, diakses pada hari 

Senin, tanggal 08-07-2019,Pukul: 21:46 WIB. 
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Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam membina anak remaja. 

Namun, seringkali, situasi sosial yang tidak mendukung perkembangan mental 

remaja berkontribusi pada kenakalan remaja. Baik individu di masyarakat maupun 

para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman 

lingkungan dapat berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang sehat. Untuk 

mencegah masalah negatif yang dapat mengganggu atau meresahkan masyarakat, 

kondisi tersebut perlu dibangun secepat mungkin. Selain itu, opini publik 

menunjukkan bahwa pelaku utama pelanggaran sering sulit ditangkap oleh penegak 

hukum karena mereka masih berusia remaja.8 Anak-anak remaja yang melakukan 

kejahatan biasanya tidak memiliki kontrol diri atau bahkan menyalahgunakan 

kontrol diri mereka. Mereka juga cenderung menetapkan standar perilaku mereka 

sendiri sambil meremehkan orang lain. Faktor-faktor mental bersama dengan motif-

motif subjektif, yaitu untuk mencapai tujuan tertentu dengan menyalahgunakan 

atau membesar-besarkan harga diri mereka, sering kali berkontribusi pada 

pelanggaran yang mereka lakukan.9 

Vandalisme merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam 

kehidupan sosial. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum 

memiliki aturan khusus yang secara jelas mengatur tentang tindak pidana 

vandalisme, tindakan merusak, menghancurkan, dan membuat barang tidak dapat 

digunakan lagi termasuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 

170 Ayat (1) KUHP yang membahas tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, 

                                                           
8 Teguh Sulistia., Aria Zurnetti. 2011. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, 

Jakarta: Rajawali Pers.,hlm 35. 
9 Kartini Kartono. 2014. Kenakalan Remaja, Jakarta, Rajawali Pers. hlm 9. 
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yang berbunyi: "Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan 

kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun enam bulan." Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu 

barang siapa, dengan terang-terangan/secara terbuka, dengan tenaga 

bersama/secara bersama-sama, menggunkan/melakukn kekerasan, terhadap 

orang/manusia atau barang. 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang ini 

menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab 

untuk mengatur, menjaga, mengawasi, dan melakukan patroli terhadap kegiatan 

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Polisi juga berfungsi untuk 

memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Secara umum, tugas 

kepolisian mencakup menerima laporan atau pengaduan, menyelesaikan 

perselisihan yang mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menangani 

penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang bisa membahayakan persatuan 

bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian, melakukan tindakan pertama di lokasi 

kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, memotret individu, serta 

mencari barang bukti dan keterangan. 

Pemerintah Kota Palembang telah mengambil berbagai tindakan untuk 

mengurangi vandalisme. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 

tentang Ketentraman dan Ketertiban, yang diubah oleh Pasal 5 Nomor 13 Tahun 
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2007, merupakan salah satu tindakan yang diambil. Peraturan tersebut tidak secara 

eksplisit melarang vandalisme, sesuai landasan yuridis yaitu pertimbangan atau 

alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan 

aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin 

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat maka terdapat beberapa pasal dapat 

digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan vandalisme di kota Palembang.10 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017 mengenai 

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 18 

huruf d mengatur tentang pelarangan merusak atau menyalahgunakan fasilitas 

umum seperti tanaman, lampu, tempat duduk, dan sejenisnya di tepi jalan, jalur 

hijau, dan tempat umum lainnya. Dengan adanya peraturan daerah ini, jelas 

menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan kualitas 

dan pemeliharaan fasilitas umum.11 Dalam aturan hukum pusat nomor 522 yang 

menyatalan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum merusak bangunan 

gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak 

kategori IV. Penegakan hukum dianggap sebagai kewajiban warga masyarakat 

sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, penegakan hukum yang 

konsisten dan tegas sangat penting untuk menghindari ketidakpastian dan krisis 

                                                           
10 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 5 Tentang 

Ketentraman dan Ketertiban 
11 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017 pasal 18 Tentang 

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan 
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hukum yang bisa mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, serta 

pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, 

maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam 

skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH 

POLRESTABES PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA 

VANDALISME (MURAL GRAFFITI) DI KOTA PALEMBANG” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masalah yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah aturan hukum pidana oleh polrestabes Palembang terhadap tindak 

pidana vandalisme (mural graffiti) di kota palembang? 

2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh polrestabes Palembang terhadap 

tindak pidana vandalisme (mural graffiti) di kota palembang? 

C. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

dengan menitikberatkan perhatian pada penegakan hukum pidana oleh polrestabes 

Palembang terhadap vandalisme di Palembang.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum pidana oleh polrestabes 

Palembang terhadap tindak pidana vandalisme (mural graffiti) di kota palembang 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana oleh polrestabes 

Palembanv terhadap tindak pidana vandalisme (mural graffiti) di kota palembang 
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Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menjawab 

permasalahan yang tengah diteliti serta dapat menambah pengetahuan tentang 

vandalime di Kota Palembang 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat permanfaat bagi masyarakat dan dapat 

dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian yang terkait. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan 

beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah yang terkait dengan 

permasalahan, antara lain sebagai berikut; 

1. Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum pidana merupakan proses penerapan dan pelaksanaan hukum 

pidana oleh lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran hukum pidana. 

Proses ini meliputi seluruh tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga 

peradilan dan pelaksanaan putusan terhadap pelanggaran pidana. Tujuan utama 

penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, memberikan 

efek jera bagi pelanggar hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat.12 

 

 

                                                           
12 Soeroso, Soeroso. (2017). Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia 

Group. 
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2. Hukum Pidana 

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan 

sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut. Hukum pidana mencakup 

ketentuan-ketentuan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai 

tindak pidana, menetapkan ancaman hukuman bagi pelanggar, serta mengatur 

prosedur dalam penegakan hukum pidana.13 

3. Vandalisme 

Vandalisme adalah tindakan merusak, menghancurkan, atau mencemarkan 

properti milik orang lain dengan sengaja dan tanpa izin. Tindakan ini dapat meliputi 

grafiti yang merusak dinding, merobek poster, menghancurkan fasilitas umum, atau 

merusak kendaraan. Vandalisme umumnya dilakukan dengan niat untuk 

menyebabkan kerusakan, menunjukkan sikap tidak hormat, atau sebagai bentuk 

ekspresi yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Aktivitas ini sering 

dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.14 

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. 

Maka dari itu pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu. 

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya 

 

 

                                                           
13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
14 Miller, Steven R. (2005). Vandalism: A History. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
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No. Nama Peneliti Judul & Tahun Hasil Penelitian 

1. Novan Fuadhy 

(Skripsi Universitas 

Muhammadiyah 

Magelang) 

Penegakan Hukum 

Pidana Terhadap 

Vandlisme (Studi Kasus 

di Kota Magelang) 

(2019) 

Vandalisme di Kota Magelang 

biasanya dilakukan oleh para 

remaja karena sebagai media 

untuk mengekspresikan diri. 

pelaku aktivitas vandalisme ini 

sebenarnya sudah termasuk 

dalam kegiatan kejahatan 

ringan. Penegakan hukum 

dilakukan dengan 

menggunakan upaya preventif 

dan refresif. 

2. Arwin Iqbal Fauzan 

(Recedive) 

Penanggulangan Tindak 

Pidana Vandalisme 

(2023) 

Pelaku vandalisme bertanggung 

jawab untuk melakukan 

tindakan pemulihan berupa 

mengecat ulang terhadap 

coretan yang telah diperbuat. 

Kepolisian melakukan upaya 

preventif berupa patroli serta 

epenyuluhan kepada 

masyarakat dan upaya represif 

yaitu pengenaan sanksi 

pidana.15  

3. Kadek Putra Dwi 

Payana, Anak Agung 

Sagung Laksmi Dewi 

& I Made Minggu 

Widyantara . (Jurnal 

Interpretasi Hukum) 

Penegakan Hukum 

Pidana Terhadap Pelaku 

Vandalisme Pada Rambu 

Lalu Lintas (2022) 

Sangat penting bahwa mereka 

yang melakukan vandalisme 

pada rambu lalu lintas dijatuhi 

sanksi pidana karena tindakan 

tersebut mengganggu fungsi 

rambu lalu lintas dan 

menyebabkan bahaya yang 

signifikan bagi pengguna jalan. 

Orang-orang yang melakukan 

vandalisme pada rambu lalu 

lintas mungkin tidak menyadari 

adanya peraturan hukum yang 

mengatur tindakan ini dan denda 

yang terkait dengannya.16 

 

4. Jesron Simarmata & 

Henny Yuningsih 

Tinjauan Kriminologi 

Terhadap Aksi 

Faktor-faktor yang 

menyebabkan remaja 

                                                           
15 Fauzan, AI. 2023. Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme. RECEDIVE. 12(3);1-9 
16 Payana,K., Sagung A., Dewi, L., Widyantara. 2022. Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas. Jurnal Interpretasi Hukum. 3(1);37-42 
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(Skripsi Universitas 

Sriwijaya) 

Vandalisme yang 

Dilakukan Remaja Pada 

Ruang Publik Di Kota 

Palembang. (2020) 

melakukan tindakan vandalisme 

di Kota Palembang yaitu 

pengaruh teman, pengaruh 

media elektronik, keluarga, 

pengaruh lingkungan dan faktor 

kurangnya sarana fasilitas untuk 

berkreasi dan berekspresi.17 

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan 

penelitian. Adapun yang membedakan penelitan terdahulu dengan penelitian 

penulis yaitu; 

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Vandlisme (Studi Kasus di Kota Magelang) membahas penegakan hukum pidana terhadap 

vandalisme spesifik di Kota Magelang 

2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana 

Vandalisme membahas mengenai apa saja upaya yang dilakukan kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana kriminal di Surakarta 

3. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas membahas tentang penegakan hukum 

pidana terhadap pelaku vandalisme pada rambu lalu lintas dapat dilakukan dengan 

pemberian sanksi dan denda 

4. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi 

Vandalisme yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang 

membahan tentang beberapa faktor yang remaja dalam melakukan tindakan 

vandalisme di Kota Palembang. 

                                                           
17 Simarmata, J., Yuningsih.,H. Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang 

Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang. LexLATA 
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Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai aturan 

hukum pidana terhadap tindak pidana vandalisme khususnya mural grafitti di 

Polrestabes Palembang serta  penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

vandalisme (mural graffiti) di Polrestabes Palembang.. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut 

Soerjono Soekanto, penelitian empiris melibatkan analisis data sekunder yang 

kemudian dilengkapi dengan pengumpulan data primer. Data primer diperoleh 

melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan. Data deskriptif yang 

dikumpulkan dari responden melalui observasi langsung di lapangan dan kalimat, 

pernyataan lisan, atau tulisan diperoleh melalui pendekatan kualitatif dalam skripsi 

ini.18 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan atau 

diperoleh melalui wawancara, yang berupa keterangan atau fakta-fakta.19 Dalam 

penelitian ini, data primer mencakup hasil wawancara dan keterangan yang 

diperoleh penulis dari wawancara dengan Kepolisian Kota Palembang. 

 

 

                                                           
18 Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press 
19 Ibid. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari 

lapangan melalui dokumen resmi, buku, serta laporan hasil penelitian.20 Sumber 

data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 

dapat digunakan untuk mendukung penelitian. 

1) Bahan Hukum Primer 

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

- Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

- Pasal 522 No 1 Tahun 2023  diatur dalam Undang-Undang KUHP terbaru. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, 

artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan 

dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, 

interpretasi, dan pemahaman tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum tersier ini tidak berisi aturan hukum yang berlaku secara langsung, 

tetapi memberikan konteks, penjelasan, atau interpretasi yang membantu dalam 

memahami hukum secara lebih mendalam.21 Contohnya kamus hukum, 

ensiklopedia hukum, jurnal, dan buku ajar. 

 

                                                           
20 Ibid. 
21 Soekanto, Soerjono. 2007. Kamus Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan membaca buku, 

literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data 

sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, 

dikumpulkan, dianalisis, dan diklarifikasi melalui proses studi kepustakaan. Untuk 

menyelesaikan masalah penelitian, tujuan utama studi kepustakaan adalah untuk 

memberikan solusi.22 

b. Studi lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi objek 

penelitian secara langsung. Metode wawancara pribadi juga dikenal sebagai 

"wawancara mendalam" melibatkan proses tanya jawab secara langsung antara 

pewawancara dan informan, dengan atau tanpa panduan wawancara. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan data primer yang dapat mendukung atau 

melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi. Data yang 

dikumpulkan dari responden juga mendukung penelitian ini.23 

4. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis terhadap data 

tekstual dan metode kuantitatif terhadap data lapangan. Untuk selanjutnya dijadikan 

dalam suatu kesimpulan. Setelah peneliti mendapatkan bahan-bahan hukum yang 

dibutuhkan, kemudian dihubungkan satu sama lain. Setelah itu, bahan-bahan 

tersebut diolah dengan menggunakan metodologi sistematis, gramatikal, dan 

                                                           
22 Ibid. 
23 Sugiono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif Dan 

R&D, Bandung, Alfabeta, hlm 138 
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teologis untuk deskripsi, evaluasi, dan argumentasi hukum. Tujuan dari proses ini 

adalah untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah saat ini. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari 4 hab, yaitu 

BAB I Pendahuluan Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka Pada bab ini disajikan tentang penegakan hukum pidana, 

tindak pidana, dan vandalisme 

BAB III Pada bab ini membahas mengenai aturan hukum pidana terhadap tindak 

pidana vandalisme mural grafitti di Polrestabes Kota Palembang dan penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana vandalisme mural grafitti di Polrestabes Kota 

Palembang. 

BAB IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang penelitian ini. 
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